BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.770, 2016 KEMERISTEK-DIKTI. Tunjangan Kinerja.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);
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11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 79);

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2080);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai lainnya
yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
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(1)

(2)

(3)

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan
dalam jangka waktu tertentu.

Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang
diberikan kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatannya.
Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon II/satuan kerja
mandiri di lingkungan Kementerian.

Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.

Pasal 2

Pegawai berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sesuai

kelas jabatannya.

Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai

ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan dan pemberian Tunjangan Kinerja ditetapkan

berdasarkan Keputusan:

a. Menteri untuk kelas jabatan 16 (enam belas) sampai
dengan 17 (tujuh Dbelas) pada unit utama
Kementerian;

b. pimpinan unit kerja eselon I untuk kelas jabatan 12
(dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) pada unit
utama Kementerian;

c. pimpinan unit kerja eselon II untuk kelas jabatan 3
(tiga) sampai dengan 11 (sebelas) pada unit utama
Kementerian;

d. rektor/ketua/direktur perguruan tinggi negeri untuk
kelas jabatan 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima
belas) pada perguruan tinggi negeri;

e. wakil rektor/wakil ketua/wakil direktur atau
sebutan lainnya untuk kelas jabatan 1 (satu) sampai
dengan 11 (sebelas) pada perguruan tinggi negeri;

dan
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f.  koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta bagi
Pegawai di lingkungan koordinasi perguruan tinggi

swasta.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai
Negeri Sipil dihitung mulai tanggal ditetapkan surat
pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang
berwenang.

Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan

Kinerja pada kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari
jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatan
fungsional umum tertinggi.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibayarkan secara penuh terhitung mulai
tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam kelas

jabatan yang bersangkutan.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

a.

Pegawai yang diberhentikan sementara atau
dinonaktifkan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena
menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan

sebagai pegawai;



